PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Telepon: 4512412
MEDAN-20112

PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR4® TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata cara Penvusunan,
Pengendalian, dan  Ewvaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dacrah perlu menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Medan
Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota
Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);




- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844,

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973

tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991

tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan
Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar,
Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Dairi dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan Maimun, Medan
Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan
dalam Wilayah Propinsi Dati | Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);




10.

11

12.

13.

£

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (delapan belas)
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat IT Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun
2009 Nomor 8);



17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan
Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

s
2.
3.

Daerah adalah Kota Medan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
Kepala Daerah adalah Walikota Medan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Medan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
RKPD Kota Medan Tahun 2013 adalah Dokumen Rencana
Pembangunan Kota untuk 1 (satu) tahun yaitu tahun 2013.

Pasal 2
Sistematika RKPD Kota Medan Tahun Anggaran 2013 sebagai
berikut:
1. BABI :  Pendahuluan.
2. BABIl : Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun
lalu  dan ~ capaian kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan.
3. BABII1I : Rancangan kerangka ekonomi daerah

dan kebijakan keuangan daerah,




4. BABIV : Prioritas dan sasaran pembangunan Kota

Medan.

5. BABV : Rencana program dan kegiatan prioritas
kota,

6. BABVI : Penutup.

Pasal 3

(1) RKPD Kota Medan Tahun 2013 merupakan penjabaran dari
RPJMD Kota Medan Tahun 201 1-2015, yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah tahun 2013 antara lain:

a. arah kebijakan perekonomian kota;
b. isu strategis pembangunan kota;

c. rencana kerja; dan

d. pendanaannya.

(2) RKPD Kota Medan Tahun 2013 selanjutnya menjadi :

a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
menyusun dan memutakhirkan rencana kerja tahun 2013;

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013
termasuk Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara, dan Rencana Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Tahun 2013:

a, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kota Medan Tahun 2013
sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan
prioritas anggaran di DPRD;

b.laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang
diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan,

Pasal 5

Bappeda menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan an
Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013 hasil pembahasan
bersama DPRD dengan RKPD Kota Medan Tahun 2013.



Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2012

WALIKOTA MEDAN,
ttd

RAHUDMAN HARAHAP
Diundangkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

o
SYMFLALHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 49




